
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 
NOMOR Z] TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 1  TAHUN 2024 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

Menimbang 

Mengingat 

: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun 

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan, maka perlu menetapkan Peraturan 

Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 

2 1  Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

3 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4614) ;  
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312 ) ;  

9 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021  

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;  

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781 ) ;  

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 

14 .  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 20 17  Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43); 

15.  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2021­  

2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2024 Nomor 2 ,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Nomor 63); 



Menetapkan 

16.  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6,  Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 1  

TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan 

Riau Nomor 2 1  Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 981 )  diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 

2025, maka: 

a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai bahan 

pembahasan kebijakan umum dan prioritas 

anggaran di DPRD; dan 

b. Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan 

Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat 

Daerah (RKA-OPD) Provinsi Kepulauan Riau dengan 

DPRD. 

2 .  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi 
se bagai berikut: 

Pasal 5 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah 

kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2025 hasil pembahasan bersama DPRD dengan 

Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. 



3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi se bagai berikut: 

Pasal II 
ini mulai berlaku pada tanggal 

Pasal 6 
Apabila terdapat perbedaan pendapatan dalam pembahasan Perubahan RAPBD Tahun 2025 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan Rancangan Perubahan APBD. 

'  mengetahuinya, memerintahkan 
 turan Gubernur ini dengan erita Daerah Provinsi Kepulauan 

ADI PRIHANTARA 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR . . [0 7 
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Ditetapkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 5 Juni 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
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SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 
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